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Ya Allah SWT… 
Ketika hidup fakir sebagai insan musafir, sungguh-banyak ujian kecintaan-Mu  
terhadap ku, 
Walau dalam kesamaran gelita, ku hayun jua kaki ini demi mencari sinar kilauan cahaya 
yang berselindung disebalik liku-liku onak duri keperitan dan airmata, 
Walau dalam lelah, bersama sisa kudrat ini ku melangkah jua dengan berbekalkan 
tawakal ke Illahi dan doa restu yang tidak putus dari kedua insan tersayangku. 
Ya Rabbi… 
Kadang ketika hamper rebah tersungkur, ku pujuk hati ini dengan “La Tahzan, 
Innallaha ma’na”, 
Ya Rahman.. 
Atas rahmat dan kasih sayang-Mu, ku ingin menghadiahkan kebahagian dan kejayaan 
ini untuk dipersembahkan kepada ayahku Shafei bin Abdullah dan Ibuku Habibah 
binti Hassan.. 
Buat ayahku dan Ibundaku.. 
Kasih sayang dan besar pengorbananmu , takkan pernah bisa terbalas hingga hujung 
waktu, Seluruh keluargaku dan orang-orang yang ku amat sayangi… Ya Allah SWT 
Bahagiankanlah mereka semua.. 
Ya Illah… 
Kami berlindung kepada-Mu dari setiap rasa takut yang mendera, hanya kepada-Mu 
kami bersandar dan bertawakal, 
Cukuplah engkau sebagai pelindung ku, karena engakaulah sebaik-baik pelindung 
dan penolong. 





 Skripsi ini bejudul “PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN 
MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO.1 
TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 
NEGERI SELANGOR 2003)”. 
Talak merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam. Islam 
mengizinkan talak tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian 
merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tiada jalan 
keluar lainnya bagi mempertahankan rumahtangga yang dibina. Dalam Al-Quran 
surat Al-Baqarah ayat 229 dinyatakan “talak (yang dapat dirujuk) ada dua kali. 
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan 
cara yang baik”. Di dalam satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “perkara halal yang 
paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”.  
Bagi memastikan hal berkaitan perceraian ini dilakukan dengan benar 
Negara telah mengatur undang-undang yang berkaitan dengan perceraian bagi 
menjaga hak wanita agar tidak sebarangan dijatuhkan talak oleh suami. Di Negara 
Indonesia ada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkahwinan menyebut 
dalam pasal 39 percraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan 
setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. Manakala di Negara Malaysia pula ada Enakmen Undang-Undang 
Keluarga Islam Negeri Selangir 2003 disebut dalam seksyen 47 seseorang suami 
atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan satu 
permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan 
disertai dengan suatu akuan berkanun. Walaupun kedua-dua Negara mempunyai 
peraturan mengenai perceraian harus dilakukan dihadapan Pengadilan namum 
masih banyak pasangan yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan atau 
tanpa izin pengadilan. Dengan ini menarik penulis untuk mengkaji tentang 
perlanggaran hukum ini.  
Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja prosedur perceraian 
yang berlaku di kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Apakah status bagi 
perceraian yang berlaku diluar Pengadilan atau tanpa kebenaran pengadilan. 
Apakah akibat daripada terjadi hal perceraian di luar pengadilan. Penulisan skripsi 
ini menggunakan metode kepustakaan. Data-data yang terkumpul bersumber dari 
data primier yaitu dari buku-buku bacaan yang berkenaan undang-undang bagi 
kedua-dua Negara dan data sekunder yaitu dari peneliti peroleh dari kasus-kasus 
yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif.  
 Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa undang-undang 
yang diguna di Negara Indonesia lebih mudah difahami dan mudah dipratekkan 
karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak sah menurut hukum 
Negara. Jika hal ini terjadi akan memberi efek kepada pasangan tersebut untuk 
melakukan pernikahan selanjutnya. Berbanding Malaysia diamana terdapat 
seksyen 125 menyatakan perceraian diluar mahkamah dianggap satu kesalahan 
yang boleh didenda Rm 1000 atau penjara. Tetapi peraturan tersebut masih lagi 
 ii 
kuat untuk menghalang berlakunya perceraian diluar pengadilan karena angka 
perceraian diluar pengadilan khusus di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. 
Hal ini mungkin disebabkan sanksi yang dikenakan hanya denda RM 1000 
bukannya penjara. 
 Masyarakat dikedua Negara seharusnya lebih mematuhi undang-undang 
yang ditetapkan oleh pemerintah karena di Negara Indonesia perceraian di luar 
pengadilan dianggap tidak sah makanala di Negara Malaysia perceraian diluar 
pengadilan dianggap satu kesalahan. Undang-undang yang dibuat oleh kedua 
Negara ini bukanlah untuk menghalang perceraian tetapi sebagai menjaga 





Puji syukur kehadirat Allah SWT, di atas limpahan dan kurunia-Nya, 
sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Prosedur Perceraian 
Di Indonesia dan Malaysia Studi Komperatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 ini bagi 
memenuhi salah satu syart menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh 
Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah 
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayanhanda 
Mansor Bin Mohd dan Ibunda tersayang Mahani Binti Shahidin @ Mokhtar yang 
telah mencurahkan segenap cinta dan saying serta perhatian moral maupun 
materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan 
keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. 
Penghargaan dan terima kasih kepada juga penulis sampaikan kepada : 
1. Yang disanjungi dan dihormati ayahanda tercinta Mansor Bin Mohd, 
ibunda yang teramat kasihi Mahani Binti Shahidin @ Mokhtar dan adik-
beradik yang senantiasa memberi dukungan terhadap diriku ini, serta 
seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala 
pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan 
kesabaran, ketabahan, kasih sayang dan tidak putus dalam mendampingiku 
dengan kata-kata semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanku. 
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2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska 
Riau beserta jajarannya. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, 
Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. 
Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia 
mempermudahkan skripsi ini. 
4. Bapak Darmanwatya Indarajaya, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum yang telah mempermudahkan urusanku dalam 
menyelesaikan pengurusan skripsi ini. 
5. terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bapak Drs. 
Arifuddin, MA selaku pembimbinhg yang telah banyak meluangkan waktu 
memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai selesai 
karya ilmiah ini. 
6. Bapak Henri Sayuti, M.Ag selaku Pembimbing Akedemik yang selalu 
memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi  
7. Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak 
semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawati Fakultas 
Syariah, Perpustakaa Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta 
Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan 
sebaik mungkin. 
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu 
yaitu  Sofwan, Arrazi, Syahmi, Syawal, Faqih ,Yuswira, Nasrullah, Amir, 
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tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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9. Perlu lembar yang luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud 
hati untuk melupakan jasa kalian. Tiada kata yang yang pantas penulis 
ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT 
membalasnyanya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penlisan skripsi ini masih 
jauh dari kemampuan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan 
tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan 
skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat memberi 
manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Akhir kata 
penulis mencgucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang 
penulis lakukan dalam penyusunan ini mendapatkan balasan yang terbaik 
disisi Allah SWT dan bernilai ibadah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dengan melakukan hal 
tersebut seorang suami diwajibkan memikul amanah tanggungjawab yang sangat 
besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapat perlindungan 
dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan merupakan hubungan hukum anatara 
subjek yang mengikat diri dalam perkawinan tersebut yakni anatara seorang pria 
dengan seorang wanita. Perkawinan sah dilakukan pemeluk agama Islam apabila 
dilakukan mengikut dasar-dasar aturan perkawinan Islam
1
. 
Pada saat ini, masyarakat melakukan pernikahan karena ingin memenuhi 
kebutuhan biologisnya secara kodrat memang harus disalurkan. Pembentukan 
institusi keluarga Islam bertitik-tolak daripada perkawinan. Perkawinan 
merupakan ikatan antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yakni ijab dan 
qabul. Firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 3 :  
                        
                        
       
Artinya: Maka kahwinlah kamu mana-mana yang baik bagi kamu daripada 
wanita dua,tiga atau empat. Maka sekiranya kamu khuatir bahwa kamu 
tidak dapat berlaku adil maka cukuplah seorang sahaja
2
. ( An-Nisa`: 3) 
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Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet 
2, (Jakarta : Kecana , 2012) h.284  
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Islam merupakan agama universal karena tiada suatu masalah dalam 
kehidupan ini tidak dijelaskan oleh Islam. Dalam hal perkawinan Islam telah 
berbicarakan banyak hal bermula daripada mencari kriteria calon-calon yang 
bakal menikah bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila pernikahan 
itu tidak dapat diteruskan.  
Nikah dari segi bahasa bermaksud ikatan atau simpulan. Syarak pula 
menjelaskan bahwa nikah adalah suatu ikatan atau akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membataskan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara 
seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dengan menikah 
berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun 
serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi ini
3
. Sabda Nabi 
Muhammad SAW :  
 َرَشْعَي َاي : ىهسٔ ّيهع الله ىهص ِالله ُل ْٕ ُسَر َاَُن َلَاق : َلَاق ِد ْٕ ُعْسَي ٍِ ْت ِالله ِذْثَع ٍْ َع
نا ِجَْرفْهِن ٍُ َصَْحأ َٔ  ِرََصثِْهن ُّضََغأ ُ َََِّّإف ْج َّٔ ََزَريَْهف َجَءَاثنا ُىُكُْ ِي َعَاَطرْسا ٍِ َي ِبَاث َّش
 ُءاَجِٔ  َُّن ُ َََِّّإف ِو ْٕ َّصنِات ِّ َْيهََعف ْعَِطرَْسي َْىن ٍْ َي َٔ  
Artinya :Abdullah bin Mas`ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. “Wahai 
para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka 
menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandang dan lebih 
memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka 
hendaklah ia berpuasa; kareana peasa dapat menahan syahwatnya.”4 
(H.R Bukhari dan Muslim) 
 
Dalam membina rumah tangga, seringkali dijumpai berbagai masalah dan 
keluhan yang dapat saja berujung pada terjadinya perceraian yang kemudian 
menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Oleh kerana tidak semua mampu 
                                                             
3
 Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, cet.1 (Yogyakarta : Menara 
Kudus, 2002), h.43 
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 Al-Imam Abi`Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugiral Al-
Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikh,1981) VI : 117, Hadist dari Abd 




mempertahankan perkawinan, dalam Islam juga telah diatur atau diberikan solusi 
bagaiman cara bagi menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan talak. Dahulu, 
perceraian mungkin merupakan suatu hal yang tabu dan aib bagi pihak-pihak yang 
terlibat tetapi kini perceraian merupakan suatu fenomena didalam masyarakat kita.  
Perceraian atau talak adalah pemutusan hubungan suami isteri dari 
hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan juga hukum 
Negara. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil oleh pasangan 
suami isteri bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.  
Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau 
putusnya perkawinan diantara pasangan suami isteri maka dengan ini telah gugur 
hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Dalam arti kata lain, mereka tidak 
lagi boleh berhubungan sebagai suami isteri, menyentuh atau berduaan seperti 




Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah SWT membenci 
perceraian itu. Bercerai didalam Islam meupakan pilihan terakhir bagi pasangan 
suami isteri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya. Firman Allah dalam 
surat Al-Baqarah ayat 229 : 
                   …     
Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
6
. (Al-
Baqarah : 229) 
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 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga  cet. 5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.247 
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Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah 
tangga mengalami pergolakan atau keretakan yang mengakibatkan pernikahan 
mereka berada didalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran 
yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Walaupun perbuatan perceraikan 
ini hala dilakukan tetapi ia merupakan suatu perkara yang tidak disukai oleh 
Allah. Rasulullah SAW bersabda :  
 ٍْ َع ، ٍمِصا َٔ  ٍِ ْت ِف ِّرَعُي ٍْ َع ،ٍذِناَخ ٍُ ْت ُذ ًَّ َحُي َاَُث َّذَح ،ٍذَْيثُع ٍُ ْتُرِْيثَك َاَُث َّذَح
اَحُي ُضَغَْتأ" : َل َاق ىهسٔ ّيهع الله ىهص ِِّيثَُّنا ٍْ َع ,َر ًَ ُع ٍِ ْتا ٍْ َع ،ٍرَاثِد ٍِ ْت ِبِر
"ُقَلََّطنا ِالله َىِنإ ِلَلََحنا 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Katsir Bin `Ubaid, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad Bin Khaalid, dari Mu`arrif Bin Waashil, dari 
Muhaarib Bin Ditsaar, dari Ibnu `Umar r.a, dari Nabi S.A.W beliau 
bersabda  “ perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan 
talak.”7 (H.R Abu Daud) 
Hadist diatas menjelaskan bahwa diantara jalan halal itu ada yang 
dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling 




Secara keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman sepakat untuk tidak 
menjatuhkan talak secara semena-mena
9
. Selain karena talak atau perceraian itu 
merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum 
perempuan, juga terkadang tidak jarang juga perceraian ini menimbulkan dampak 
buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. 
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Bagi melindungi hak-hak wanita agar tidak sebarangan dijatuhkan talak 
oleh suami maka Negara telah membuat undang-undang atau aturan bahwa talak 
seharusnya dijatuhkan melalui pengadilan. Di sini, dapat dilihat setiap Negara 
mempunyai proses atau cara yang tersendiri dalam menyelesaikan masalah 
perceraian tersebut. 
Perceraian yang berlaku di Indonesia yang melibatkan orang yang 
beragama Islam biasanya akan diajukan ke Peradilan Agama. Terdapat beberapa 
undang-undang yang mengatur mengenai perceraian di Negara Indonesia : 
1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 39  
2. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama  
3. Kompilasi Hukum Islam10  
Didalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik membahas mengenai 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana didalam undang-
undang ini telah mengatur  mengaturkan mengenai segala hal bermula dari 
peminangan hingga ke hak jagaan anak. Selain itu, undang-undang ini juga 
merupakan undang-undang utama yang digunakan dalam pengaturan mengenai 
permulaan perkawinan sehingga perlaksanaan perceraian dan pengaturan selepas 
perceraian yang berlaku di Negara Indonesia.  
Hal ini juga hampir sama di Malaysia yang mana peradilan agamanya 
disebut sebagai Mahkamah Syariah. Di Malaysia Undang-Undang keluarga Islam 
diataur didalam Enakmen Keluarga Islam Negeri yang mana setiap negeri di 
Malaysia mempunya pengaturannya sendiri
11
. Seperti mana Negeri Selangor yang 
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mana telah terdapat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 
Tahun 2003 telah mengaturkan mengenai segala hal bermula dari peminangan 
hingga ke hak jagaan anak. Perkara ini telah memberikan kuasa kepada 
Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah 
kahwin, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya
12
. 
Didalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 
2003 telah ditetapkan segala macam hal mengenai perceraian yang dapat dijumpai 
di bahagian V yaitu mengenai pembubaran perkawinan. Dalam bahagian ini telah 
di tetapkan peraturan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan 




Negara Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkahwinan menyatakan dalam pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua pihak”. Manakala Negara Malaysia dalam Enakmen 
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menyatakan dalam 
seksyen 47 “seorang suami atau isteri yang ingin melakukan perceraian 
hendaklah menyerahkan permohonan bertulis kepada mahkamah dalam borang 
yang ditetapkan berserta akuan berkanun”. Hal ini menunjukkan kedua Negara 
menyatakan perceraian hanya sah apabila berlaku di dalam sidang pengadilan. 
 






  Mahkamah Syariah Selangor,Enakmen Undang-Undang Islam Negeri Selangor 2003 




Perbedaan mengenai kedua-dua undang-undang ini adalah di Negara 
Indonesia tidak mempunyai peraturan tentang pelanggaran talak yaitu 
menjatuhkan talak di luar pengadilan atau tanpa kebenaran pengadilan. Berbeda 
dengan Malaysia yang menyatakan dalam seksyen 125 “talak di luar pengadilan 
merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum sebanyak RM 1000 dan penjara 6 
bulan”. 
Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dengan judul “Prosedur 
Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 
Selangor 2003)”. 
 
B. Batasan Masalah 
Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, 
maka penulis membatasi penelitian ini dengan tentang proses perceraian yang 
dijalankan di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan 
Malayasia menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 
2003. Status perceraian yang dilafazkan atau dilakukan di luar sidang pengadilan 
sama ada di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Malaysia 
menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 




1. Bagaimana prosedur perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 
Tahun 2003? 
2. Bagaimanakah status perceraian yang dilakukan di luar pengadilan 
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah : 
a. Untuk mengetahui cara perlaksanaan percerian yang sebenarnya 
menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. 
b. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi perceraian yang dilakukan di 
luar pengadilan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan 
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 
2003. 
c. Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam bagi pasangan yang bercerai 
pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk menambah dan memperdalamkan khazanah pengetahuan 
penulis tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen 
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 




b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan 
tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang. 
c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata 
S1 pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum jurusan Perbandingan 
Mazhab Dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 
E. Metode Penelitian      
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan 
dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab undang-undang, maupun 
informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup 
pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder 
saja. Selain itu penelitian ini dilaksanakan terhadap kajian kasus yang 
berlaku di Negara Indonesia dan Malaysia. Penulis memilih dua Negara 
berjiran yang sama-sama mempunyai aturan mengenai undang-undang 
Islam masing-masing. 
2. Sumber Data 
Penelitian ini adalah data sekuder, yaitu data yang tersedia di 





a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat didalam 
penelitian ini yaitu dengan rujukan utama terhadap Undang-
Undang Negara Indonesia yang bersumber daripada Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Negara 
Malaysia yang bersumber Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam Negeri Selangor 2003. 
b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer seperti Fiqh Munakahat, Hukum 
Keluarga Islam Asia Tenggara, Fiqih Sunnah, Hukum Islam Di 
Indonesia dan banyak lagi. 
c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Al-Quran 
terjemahan dan Kamus Ensiklopedi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 
standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan 
antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 
dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah library research, yaitu dengan mempelajari, menganalisa 
literatur-literaturyang erat hubungnya dalam masalah yang dibahas. 
Penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok 
permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara 
langsung mahupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat 




4. Teknik Analisa Data 
Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang 
terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun 
dalam kerangka yang  jelas lalu diberi penganalisaan dengan 
menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komperatif  
yaitu dengan memperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan  
sampai pada suatu  kesimpulan. 
5. Teknik Penulisan 
Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan 
beberapa metode yaitu: 
a. Metode Komperatif, yaitu meneliti dan memaparkan perbandingan 
undang-undang atau aturan yang terdapat didalam Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 
Negeri Selangor tahun 2003 mengenai masalah perceraian. 
b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam Negeri Selangor tahun 2003 yang bersifat khusus, kemudian 
digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
c. Metode Deduktif, yaitu suatu proses berfikir dengan mengemukakan 
permasalahan yang bersifat umum, kemudian di bahas kepada 





F.  Sistematika Penulisan 
  Dalam pembahasan penulisan  ini tersusun secara sistematis, maka 
penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I:  Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 
masalah,  batasan masalah, rumusan  masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II:     Dalam bab ini, dijelaskan tentang tinjauan umum tentang 
penelitian yang terdiri dari permulaan Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 
Negeri Selangor Tahun 2003 yaitu latar belakang, visi misi dan 
perkara mengenai perceraian dalam kedua-dua undang-undang 
secara umum. 
BAB III:    Dijelaskan  tentang  syariat Islam mengenai perceraian 
menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai proses 
perceraian yang berlaku di kedua-dua Negara yaitu Malaysia 
dan Indonesia. Pendapat ulama mengenai perceraian. 
BAB IV:  Pada bab ini, procedur perceraian menurut Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974  dan Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Bagamana status sekiranya 
perceraian itu dilafazkan atau dilakukan di luar sidang 




Islam dan Malaysia menurut Enakmen Undang-Undang 
Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. 
BAB V: Bab ini merupakan  penutup yang berisikan  kesimpulan dan  




UNDANG-UNDANG NO . 1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003 
 
A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
1. Bingkai Historis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
Latar belakang historis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat 
dipisahkan dari perkembangan hukum, positif sejak zaman kolonialisme 
Belanda. Hukum Perkawinan Indonesia tampaknya menarik perhatian besar 
para pakar hukum karena dalam perdebatan tentang Hukum Perkawinan itu, 
terlibat setidak-tidaknya tiga unsur, yaitu agama, negara dan wanita sebagai 




Hukum Nasional Indonesia pada umumnya bersumber dari hukum 
Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dari ketiga hukum tersebut, Hukum 
Islam meruipakan sumber hukum yang memiliki peluang besar untuk 
mendominasi mengingat agama Islam memuat nilai-nilai dan norma-norma 
yang hidup di kalangan masyarakat nusantara. Di samping itu dalam Hukum 
Islam, hukum Adat merupakan sumber hukum komplementer sedangkan 
hukum Barat merupakan hukum yang menggambarkan norma-norma bangsa. 
2. Masa Penjajahan 
Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di 
Nusantara, kedudukan hukum Islam telah melembaga dalam masyarakat 
sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa 
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pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang 
disebut dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunannya.
15
 
Setelah itu pemerintahan Belanda juga membuat kumpulan hukum 
perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, Makasar 
dan hukum-hukum lain semasa penjajahan. Setelah VOC berakhir, sekitar 
pertengahan abad XIX, pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan 
pembagian sistem hukum di Indonesia (pada masa itu Hindia Belanda), yaitu 
antara lain Hukum Adat, Ordonasi (hukum negara belanda), dan BW 




Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 
1928 di Yokyakarta mengusulkan kepada Pemerintah belanda agar segera 
disusun undang-undang perkawinan namun mengalami hambatan dan 
mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.
17
 
Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun 
rencana pendahuluan Ordonasi Perkawinan tercatat (onwerpordonnantic op de 
ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: 
Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah 
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3. Masa Kemerdekaan dan Orde lama 
Membicarakan tentang perlaksanaan hukum Islam pasca kemerdekaan, 
minimal akan terkait tiga komponen penting dalam tataran konsep mahupun 
aplikasinya yaitu materi hukum, Department Agama dan Peradilan Agama 
serta dua masa yang telah melahirkan perundang-undangan terkait, masa Orde 
Lama dan kedua, Orde Baru
19
.  
Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya 
perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 
Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat 
beragama Islam. 
 Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlimen, mendesak agar 
Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana 
undang-undang perkawinan. Akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia 
Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Kepanitiaan itu 
dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agamam No B/4299 tanggal 1 
Oktober 1950. Disamping itu dibuat peraturan-peraturan khusus untuk 
masing-masing golongan. Sehingga tanggal 1 Desember 1952 panitia 
menyampaikan Rancangan UU Perkawinan Peraturan Umum baru. 
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Dalam Ruu itu diatur beberapa hal penting di antaranya: 
- Perkawinan didasarkan atas kemauan kedua belah pihak,batas umur 
ditetapkan 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. 
- Poligami diizinkan jika dibolehkan oleh hukum agama, dengan catatan 
harus berlaku adil yang dinyatakan dihadapan pegawai pencatat nikah. 
- Harta benda dan syarat-syarat perceraian.20 
Kemudian Panitia dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan untuk 
melakukan beberapa hal: 
- Menyusun RUU pokok yang pendek saja dan berlaku untuk umum dengan 
tidak menyinggung agama. 
- Menyusun RUU organik yang mengatur perkawinan menurut agama 
masing-masing yaitu bagi golongan Islam, Katolik dan Protestan. 




April 1954 panitia menyampaikan RUU tentang perkahwinnan umat 
Islam kepada Menteri Agama namun respon yang diberikan Departemen 
Agama sangat lambat. Baru pada tahun 1957 Menteri Agama mengajukan 
RUU tentang perkawinan umat Islam kepada Kabinet, tetapi masih menunggu 
amandemen-amandemen baru.
22
 Setelah usulan iru pemerintah mengajukan 
RUU Perkawinan Umat Islam kepada DPR. Dalam RUU itu, poligami 
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diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan lebih dahulu 
isteri/isteri-isteri, harus berlaku Adil, dapat menghidupi lebih sari satu 
keluarga. RUU ini juga mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan 
anggota DPR dan masyarakat.
23
 
Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU 
Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini 
mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip 
dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga 
hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana 
Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah 
perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan 
poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas 
minimun usia calon pengantin.
24
 
4. Masa Orde baru dan kelahiran UU Perkawinan 
Pada tahun 1966 Departemen Kehakiman menugaskan Lembaga 
Hukum Nasional untuk menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional 
yang berlandaskan Pancasila yang hasilnya disampaikan oleh Pemerintah 
kepada DPR-GR tanggal 7 September 1968 dalam bentuk RUU tentang 
Peraturan Perkawinan Umat Islam dengan Amanat Presiden R.02/PES/5/1967 
tanggal 22 Mei 1967 dan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
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Kerkahwinan melalui surat Amanat Presiden R.010/P.U/HK/9/1968. Tetapi 
RUU Pernikahan Umat Islam dan RUU pokok Perkawinan belum sempat 
diselesaikan oleh DPR-GR  bersama-sama Pemerintah, sudah kandas di 




Pada tahun 1969 masuk juga ke DPR sebuah RUU tentang Perkawinan 
Campuran. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dari RUU ini adalah bahwa 
sesuai dengan dasar Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh bangsa 
Indonesia dan sesuai dengan cita-cita pokok pembinaan hukun nasional, 
dianggap perlu adanya UU Perkawinan Campuran yang berlaku bagi orang-
orang yang masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan, karena 
berlainan kewarganegaraan atau agama. RUU ini terdiri dari 8 bab dan 11 
pasal berikut dengan penjelasannya. 
Pada tanggal 31 Juli 1973, Presiden menyampaikan kepada DPR-RI 
rancangan Undang-undang Perkawinan dan menarik kembali rancangan 
Undang-Undang tentang tentang ketentuan pokok perkawinan. Setahun 
kemudian tanggal 30 Agustus 1973 menteri kehakiman atas nama Pemerintah 
menyampaikan keterang-keterangan pemerintah dan berikutnya disusul 
dengan pandangan fraksi-fraksi tanggal 17-18 September 1973.
26
 
Setelah melalui kompromi dengan DPR pada tanggal 22 Desember 
1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU 
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Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada 
tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan 
diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 januari 
1974. 
5. Prinsip-Prinsip Dasar dalam RUU Perkawinan 
UU Perkawinan terdiri dari 14 Bab yang berbagi dalam 67 Pasal. Bab-
bab tersebut adalah : 
a. Dasar Perkawinan 
b. Syarat-syarat Perkawinan 
c. Pencegahan Perkawinan 
d. Batalnya Perkawinan 
e. Perjanjian Perkawinan 
f. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
g. Harta benda dalam Perkawinan 
h. Putusnya Perkawinan serta Akibatnya 
i. Kedudukan Anak  
j. Hak dan Kewajiban antara anak dan orang tua 
k. Perwalian 
l. Ketentuan-ketentuan lain 
m. Ketentuan Peralihan 
n. Ketentuan Penutup 
Secara umum UU Perkawinan memiliki beberapa prinsip dasar. 




perkawinan. Dari UU ini diharapkan supaya pelaksanaan perkawinan dapat 
lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Adapun prinsip-prinsip 
perkawinan itu adalah asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas Perceraian 





B. Sejarah Singkat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 
Selangor 2003 
1. Bingkai Historis 
Malaysia merupakan salah satu Negara yang bercirikan khas Melayu 
serta menjadikan Islam dan Undang-Undang Melayu sebagai dasar kehidupan 
bermasyarakat dan dalam bernegara
28
. Masuknya Islam di Malaysia tidaklah 
serentak karena wilayah Malaysia dahulunya terdiri dari 11 kerajaan yang 
berdaulat dan baru pada tahun 1957 membentuk Negara federal ( negeri-
negeri Melayu Bersatu). Malaysia memperoleh kemerdekaan dari pihak 
Inggeris pada tahun 1957 setelah sebelumnya dijajah oleh Portugis (1511), 
Belanda (1641) dan Inggeri (1786-1957)
29
. Akibat kemerdekaan ini 
menjadikan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. 
Agama Islam di Negeri Selangor telah wujud seawal kurun 15 yang 
telah datang melalui Melaka. Ini  karena pada waktu itu Selangor berada di 
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bawah takluk jajahan Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka, telah wujud  
jawatan  kadi.  Sejarah  wujudnya  mahkamah  syariah  di  negeri Selangor 
pula telah muncul pada kurun ke - 17
30
. 
Pada   tahun   1884,   Majlis   Mesyuarat   Negeri   Selangor   telah 
mengiktiraf jawatan kadi dan imam, seterusnya mengambil keputusan untuk 
melantik seorang kadi untuk menyelesaikan segala masalah hukum-hukum 
agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada waktu itu juga DYMM 
Sultan   Selangor   telah   melantik   seorang  kadi   disebut   sebagai   “Kadi 
Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 per tahun dan period ini 
hanya berlaku sehingga tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut diganti 
namanya kepada “Chief Kadi”31. 
Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevenatation of 
Adultry Regulation 1894) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di 
negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 
26hb.September, 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk 
orang Islam sahaja. Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang 
melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami 
adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun 
penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya di kenakan denda. Dalam 
masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami 
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perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di 
mana sekiranya  suaminya tiada
32
. 
Pada tahun 1900 pula, Majlis Mesyuarat Negeri telah meluluskan 
Undang-undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 
1900 (Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900) 
yaitu undang-undang berhubung dengan nikah kawin dan cerai orang-orang 
Islam di negeri Selangor. Undang- undang ini memperuntukkan suami atau 
wali hendaklah melaporkan perkawinan kepada kadi atau wakil kadi daerah 
dalam waktu 7 hari selepas akad nikah dan kadi atau wakilnya hendaklah 
mendaftarkannya dan mengeluarkan surat perkawinan. Begitu juga dengan 
perceraian, hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam waktu 7 hari sesudah 
bercerai dan surat cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. 
Sekiranya  ini  tidak  dipatuhi,  tindakan  boleh  diambil  dengan  dikenakan 
sanksi tidak melebihi daripada RM 25.00. Dengan adanya undang-undang 




Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah- 
daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada 
kadinya masing-masing, yaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, 
Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang
34
. 
                                                             
32
 Ibid, h.68. 
 
33
 Ibid., h.69-71. 
 
34




Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah 
ditubuhkan, dengan itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan 
menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 
tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam  
Selangor No. 3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 Desember,1952. 
Dengan adanya undang-undang ini maka termansukhlah undang-undang 
terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah 
mengalami pindaan sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 
1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan 
mengemaskinikan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Selangor
35
. 
Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 
1984 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari, 1989 di seluruh 
negeri Selangor. Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansukhkan 
bahagian ke 6, 7seksyen 155, 156,158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-
undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952
36
. 
Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 
1989 telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah 
Selangor ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam 
Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah 
Selangor No. 6  tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah   
Selangor   No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan   pada   
1hb.September,1991. Mulai dari tanggal itu Mahkamah Syariah Selangor telah 
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diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama Mahkamah 
Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 





2. Visi, Misi Dan Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor 
Adapun Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor adalah: 
“ Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan 
sokongan  secara  profesional,  berkesan  dan  sistematik  berasaskan 
peruntukan   Undang-Undang   Islam   yang   seragam di Selangor untuk 
mencapai keredhaan Allah  ”. 
Visi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah: 
“ Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa” 
Adapun Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah: 
1.   Menerima  dan  menyelesaikan  kes-kes  yang  dibawa  ke  Mahkamah 
Syariah dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang. 
2.   Menguatkuasa dan melaksanakan sistem kehakiman Islam yang teratur 
dan berkesan. 
3.   Mengurus kes-kes rayuan syariah secara teratur dan berkesan. 
4.   Mengurus permohonan pembahagian harta pusaka. 
5.   Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi. 
6.   Memberi perkhidmatan runding cara, pertemuan dan perdamaian.  
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3. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor 
Kewenangan mengendali di Mahkamah Renda Syariah Shah Alam, 
Selangor antaranya adalah berikut : 
1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri. 
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut. 
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah. 
4. Membicarakan kasus-kasus diperingkat daerah 
Selain Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga 
memiliki kewenangannya tersendiri yaitu: 
1. Diproses kasus-kasus ang diperuntukkan oleh enakmen negeri kepadanya. 
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus perdata dan pidana. 
3. Menyelesaikan dan mengkonformasikan kasus-kasus waris. 
4. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan(bagi beberapa negeri) 
Dan mahkamah Rayuan Syariah (banding), kewenangannya adalah: 
1. Bertugas untuk mendengan kasus-kasus rayuan (banding). 
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh 
Mahkamah Syariah. 
3. Mengurangi hukuman. 
4. Menerima supaya diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara. 
5. Menerima rayuan (banding) tertuduh (Tergugat) yang dihukum penjara 
atau sanksi tidak kurang dari RM 25.00 (RP 76,000) dan telah membuat 
permohonan banding sesuai prosedur yang ditetapkan. 
6.  Setiap permohonan perkara banding akan didengar sekurang-kurangnya 




yang dirujuk dan disahkan KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua 
Penal Rayuan Syariah). Keputusan Mahkamah adalah sah dan mutlak
38
.  
Suatu enakmen mempunyai otoritas untuk mengubah dan menyatukan 
Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, 
penjaga dan permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. 
Enakmen ini disebut sebagain Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 
Negeri Selangor Tahun 2003. Enakmen ini harus diberlakukan pada tanggal 
yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor melalui 
pemberitahuan dalam warta, media massa dan cetak. Enakmen ini berlaku 
untuk semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Selangor dan bagi semua 
yang bermastautin di negeri tersebut tetapi tinggal diluar negeri itu. 
Mahkamah Rayuan Syariah ( Mahkamah Agung ) menangani kasus- 
kasus  mal  dan  jinayah  (  pidana  )  dari  Mahkamah  Tinggi  Syariah. 
Mahkamah Tinggi Syariah menangani pembicaraan kasus-kasus jinayah ( 
pidana ), mal, faraid pada tingkat banding. Mahkamah Rendah Syariah ( 
Peradilan Agama ) menangani kasus pidana dengan hukuman maksimal yang 
ditentukan oleh undang-undang sebesar RM 5,000.00 atau 3 tahun penjara 




Tugas kerja Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Shah Alam ialah: 
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 Wawancara, Puan Noor Huda Binti Roslan, (Ketua Pendaftar, Mahkamah Syariah Shah 




1. Menyediakan dan melaksanakan pengadilan terhadap pelanggaran kasus 
pidana berdasarkan syari’at dan undang-undang 
2. Menyediakan pelayanan pengadilan yang berkualitas bagi masyarakat. 
3. Menguruskan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan 
pemberdayaan pada pegawai dan karyawan. 
4. menyediakan layanan teknologi komunikasi dan berbagai instruksi yang 
terkait dengan lembaga. 
5. Memberikan kemudahan dan layanan yang kompeten. 
















:Puan Rosmahwati Binti Shamsuri 
 
4.   Penolong Pegawai Teknologi Maklumat : Muhammad Isham Bin 
Ismail 
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 30 
BAB III 
KONSEP TALAK DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Talak Dari Segi Etimologi, Terminologi dan Hukum Islam 
 Perceraian dalam Hukum Islam sering disebut dengan istilah talak. Kata 
talak itu diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau membiarkan
41
. 
Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau 
putusnya hubungan suami isteri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan 
talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas atau sindiran
42
. Adapun talak 
dalam Hukum Islam adalah suatu terapi atau suatu obat hingga harus dipandang 
talak sebagai bagian dari solusi tidak dipandang sebagai sebagian problema
43
. 
Terdapat berbagai pengertian mengenai talaq yang telah diberikanoleh fuqaha, 
diantaranya : 
1. Fuqaha Syafie` mengartikan : Talak pada syara` adalah melepaskan ikatan 
pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya
44
.  
2. Fuqaha Hanafi mengartikan : Talak pada syara` adalah memutuskan ikatan 
pernikahan serta merta ( dengan talak ba`in) atau dalam suatu waktu 
(dengan talak raj`i) dengan menggunakan lafaz tertentu
45
. 
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  Ahmad Shidik, Hukum Talak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001) 
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 Syeikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, Mughni Al-Muhtaj, (Mesir : Matba`ah 




3. Fuqaha Maliki mengartikan : Talak pada syara` adalah menggungkaikan 
ikatan yang sah melalui pernikahan
46
. 




 Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, talak diartikan sebagai pemutusan 
ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami secara sepihak dengan 




B. Dasar Hukum Talak 
 Agama Islam telah menetapkan kebolehan talak atau perceraian. Banyak 
sekali ayat-ayat yang membahaskan den menyebut tentang masalah perceraian. 
Diantara ayat-ayat tersebut adalah :  
                              
                              
                          
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan 
bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai 
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mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa,: 19) 
 
                             
                    
                          
                   
Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika 
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 
Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah :229) 
                          
                        
                          
                           
Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah 
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk 
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. 
Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap 
dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan 
ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 
Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu 
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta 
ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ( Al-Baqarah : 
231) 
 Didalam hadith juga banyak riwayat-riwayat yang menyinggung masalah 




 َع ٍْ  ِا ْت ٍُ  ُع ًَ َر  َر ِض َي  ُالله  َذ َع َنا َع ي ُْ ُٓ ًَ َق ا َلا َق : َلا  َر ُس ْٕ ُل  ِالله  َص َّهى  ِالله  َع َه ْي ِّ  َٔ َس َّه ْى  :
 ْتا َغ ُض  َحنا َلَ ِل  ِا َنى  ِالله  َذ َعا َنى  َّطنا َلَ ُق.  
Artinya : Dari ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda : perbuatan yang halal yang 
sangat dibenci Allah
49
 adalah talak. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 
 َع ٍْ  ِا ْت ٍِ  َع َث ِسا  َر َىِض  ُالله  َع ُْ ُٓ ًَ َق ا َلا  َك : ٌَ ا  َطا َلَ ُق  َع َهى  َع ْٓ ِذ  َر ُس َلٕ  ِالله  َص َهى  ِالله 
 َع َه ْي ِّ  َٔ َس َّه ْى   َٔ َأ ِت ْي  َت ْك ٍر  َٔ َس َُ َر ْي ٍِ  ِي ٍْ  ِخ َلَ َف ِح  ُع ًَ َر  َط َلَ ُق  َرنا َلَ ِخ  َٔ ِح ا َذ ِج  َف , َق َلا  َع ًَ ُر 
 ْت ٍُ  َخنا َط ِة  : ِإ ٌَّ  َُّنا َسا  َق ْذ  ِإ ْس َر ْع َج ُه ِف إى  َأ ِري  َق ْذ  َك َ ا ْد  َن ُٓ ْى  ِف ْي ِّ  َأ َ  جا  َف ، َه ْٕ  َأ ْي َض ْي َُ ُِا 
 َع َه ْي ٍٓ ْى.  َف َأ ْي َض ُِا  َع َه ْي ِٓ ْى  
Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dai berkata, : “ Talak pada masa 
Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan 
Umar RA adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar 
berkata, “Orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka 
berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada 
mereka. “ lalu Umar membuat  keputusan bahwa talaq tiga yang diucapkan 
sekaligus benar-benar berlaku talak tiga.” (HR Muslim)50 
 
 
C.  Macam-Macam Talaq 
 Secara umumnya perceraian itu ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai 
gugat. Cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh isteri
51
. 
Sedangkan dalam hukum Islam cerai itu sama dengan talak, adapun macam-
macam talak yaitu :  
1. Talak Raj`i : 
 Merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang telah 
pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak pertama 
atau yang kedua. 
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2. Talak Ba`in  
 Yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas 
isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, jika ingin kembali 
bersama harus dengan akad nikah yang baru. 
a) Talak Ba`in Sughro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas 
suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan suami untuk nikah 
kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah 
yang baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya mahupun sudah berakhir 
masa iddahnya. 
b) Talak Ba`in Kubro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas 
suami untuk menikahi bekasisteri, kecuali setelah bekas isteri itu menikahi lai-laki 
lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta bercerai secara wajar dan telah 
selesai menjalankan masa iddahnya, (terjadi pada talak tiga)
52
. 
3. Talak Sunni 
 Talak yang dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya, dan belum 
dicampuri sejak saat berhentinya haid tersebut. 
4.  Talak Bid`iy 
 Adalah talak dalam keadaan isteri sedang haid atau nifas atau dalam 
keadaan suci tetapi sudah dicampuri
53
. 
5.  Talak Hakamain 
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6. Talak Battah 
 Yaitu talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak akan dirujuk 
kembali. Misalnya suami berkata, “ Engkau Ku ceraikan selama-lamanya.”55 
7.  Talak Sharih 
 Talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat difahami 
sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. 
8. Talak Kinayah 
Yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak 
dengan kata-kata kinayah bergantung pada niat suaminya artinya jika suami 





D. Rukun Dan Syarat Talak 
 Syariat Islam telah mengadakan beberapa rukun talak sewaktu 
menjatuhkan talak terhadap sang isteri. Diantara rukunnya adalah : 
1) Kata-kata talak 
a) Mutlak 
Fuqaha mensyaratkan niat dan kata-kata yang tegas dalam talak, itu 
berdasarkan lahir syarak. Begitu juga fuqaha menyamakan kata-kata lahir dengan 
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b) Tidak terbatas 
tidak lebih dari dua macam, yaitu kadang-kadang berupa pembatasan 
dengan kata-kata syarat dan kadang dengan kata-kata pengecualian. 
2) Orang yang menjatuhkan talak 
 Fuqaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah 
suami yang berakal, dewasa, merdeka yakni tidak dipaksa
58
. Kemudian mereka 
yang berselisih pendapat tentang penjatuhan talak oleh orang yang dipaksa 
(terpaksa), orang mabuk, orang yang sakit payah dan orang yang menjelang 
dewasa. Fuqaha berpendapat bahwa talak orang yang sakit payah dapat terjadi jika 
ia sihat kembali. 
3) Isteri dapat dijatuhi talak 
Mengenai isteri-isteri yang dapat dijatuhi talak, fuqaha sependapat bahawa 
mereka adalah isteri-isteri yang berada dalam ikatan perkawinan, atau isteri-isteri 
yang belum habis masa iddahnya pada talak raj`i. Meraka sependapat bahwa talak 
tiga terjadi pada orang-orang perempuan lain sama sekali, yakni talak yang dapat 
menceraikan. 
Syarat Sah Talak 
Jumhur ulama sepakat mengatakan talak yang dapat dilafazkan oleh suami 
adalah sah sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut : 
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suami yang menceraikan isterinya hendaklah berakal, waras dan tidak gila. 
Suami yang gila tidak sah talaknya karena akalnya tidak berfungsi sepenuhnya 




Suami disyariatkan seorang yang baligh, tidak anak-anak. Talak yang 
dilafazkan oleh anak-anak tidak sah. Seperti sabda Rasulullah SAW :  
 ُر ِف َع  َقنا َه ُى  َع ٍْ  َث َلَ َث ٍح  َع ٍْ  َُّنا ِئا  ى  َح َّرى  َي ْس َر ْي ِق ُظ  َٔ َع ٍْ  َّصنا ِث َّي  َح َّرى  َي ْح َر ِه ُى  َٔ َع ٍْ  ًَ نا ْج ُُ ْٕ ٌِ 
 َح َّر َي ى ْح ِق ُم  
Artinya :”Diangkat qalam daripada tiga golongan : Daripada orang yang tidur 
sehingga dia sedar kembali, daripada anak-anak sehingga dia baligh dan 
daripada orang-orang yang gila sehingga dia kembali berakal”60. (HR Abu 
Daud) 
c) Kerelaan sendiri 
 Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri adalah atas pilihan, 
kehendak dan kerelaan sendiri tanpa sebarang paksaan dari pihak manapun seperti 
mana sabda nabi Rasulullah SAW :  
 ُر ِف َع  َع ٍْ  َّيا ِر ْي  َخنا َط ُءا  َٔ ُِّنا ْس َي ٌُ ا  َٔ َي ُرسا ا ْك ِر  ُْ َع إ َه ْي ِّ  
Artinya : “ Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya 
karena keliru, lupa dan dipaksa
61”. 
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 Sekalipun seorang laki-laki itu sempurna syarat-syarat kelayakan diri 
untuk menceraikan seorang perempuan tetapi akibat cerai yang dijatuhkan itu 
adalah terikat dengan dua syarat :  
i. Perempuan diceraikan itu adalah isterinya yang sah 
ii. Ia masih dalam kekuasaannya sekalipun dalam iddah raj`i
62
. 
Terdapat tiga syarat bagi suami yang menjatuhkan talak pada isteri : 
i. bahwa talak bagi keperluan yang masuk akal 
ii. bahwa isteri dalam keadaan suci, tidak disetubuhi 




E.  Prosedur Talak Dalam Islam 
 Talak menurut hukum Islam adalah satu terapi atau satu obat hingga harus 
dipandang talak sebagai sebagian dari solusi dan tidak dipandang sebagai 
sebagian problema. Talak merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan 
masalah rumah tangga apabila terjadi percekokan antara suami isteri. Bahkan 
sebagai salah satu syariat Allah SWT yang mesti diikuti oleh hambanya. Talak 
diyakini mempunyai tujuan yang luhur disamping rahsia-rahsia yang terkandung 
di dalamnya.  
 Sabda Nabi SAW 
 َع ٍْ  ْتا ٍُ  ُع ًَ َر  َر ِض َي  ُالله  َذ َاع َنى  َع ُْ ُٓ ًَ َق ا َلا  َق : َلا  َر ُس ُلٕ  ِالله  َص  ّهى  ِالله  َع َه ْي ِّ  َٔ َس َّه ْى  :
 ْتا َغ ُض  َحنا َلَ َل  ِإ َنى  ِالله  َذ َع َن اى  َّطنا َلَ ُق  
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 Artinya : “ dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, : Perbuatan yang 
halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR Abu Daud dan Ibnu 
Majah) 
 Dari hadist diatas dapatlah diambil intisarinya dari kata ضغتا yakni 
bermaksud yang paling dibenci, disimpulkan bahwa Islam tidak menyukai talak 
karena talak itu adalah perkara yang jelek. Namun kata halal diambil kesimpulan 
bahwa talak itu dibolehkan. Oleh kareana itu, ungkapan yang dimaksudkan syarak 




 Agar tidak termasuk kelompok yang dibenci Allah dan RasulNya, kita 
harus menempatkan talak pada posisi akhir ketika sudah tiada pilihan lain. Itu 
berarti harus melewati prosedur yang diajarkan dalam Islam sesuai dengan 
tahapan-tahapan yang telah digariskan. Didalam Al-Quran sendiri telah memberi 
tuntutan secara rinci, suatu idikasi bahwa syariat ini mempunyai komitmen yang 
tinggi bahwa perkawinan berlangsung sekali untuk selamanya. Firman Allah 
SWT: 
                        
       
Artinya : “ bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (AN-
Nisa : 21) 
                                                             
64




 Oleh karena itu, hanya hal yang memang sulit dihindari saja maka sebuah 
rumah tangga ini boleh diakhiri dengan talak. Dalam mengharungi kehidupan di 
alam perkawinan perlu disadari bahwa tidak semuanya menyenangkan. Namun, 
terkadang terperangkap dalam kesulitan dan kesusahan
65
. 
 Karena itu, hendaklah kita hadapi semua dinamika hidup ini dengan 
menerimanya sebagai filosofi kehidupan bahwa segala sesuatu itu akan berganti 
dan segala sesuatu itu tidak kekal. Untuk itu, dibutuhkan kearifan dan kewajaran 
dalam menerima keadaan. Jadi apabilah marah terhadap isteri wajar-wajar saja 
dan jangan berlebihan seperti merusak benda-benda yang payah diusahan, 
menyakiti dan melukai isteri, bahkan sampai menjatuhkan talak hanya karena hal-
hal yang sepele dan hanya timbul kebencian pada satu-satu perbuatan isteri, 
pelayanan yang kurang dan lain-lain. Dan telah disebutkan dalam Al-Quran 
bahwa telah diingatkan untukbertindak bijaksana dalam menghadapi situasi yang 
tidak menyenangkan dalam kehidupan rumahtangga, bersabar sambil berharap 
suatu kebaikan akan timbul sesudahnya. Seperti mana firman Allah : 
                              
                              
                          
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. 
dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai 
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa : 19) 
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Ayat ini mengingatkan kepada kita, bagaiman cara menghadapi situasi 
yang sukar dan untuk tidak berlebihan serta tidak terburu-buru menjatuhkan talak. 
Setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Islam mengajar suami supaya memberi 
nasihat dan mengadakan penyelesaian yang terlebih baik terlebih dahulu terhadap 
isteri sebelum perceraian dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT :  
                        
                          
                       
                     
Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” 
(An-Nisa :34) 
 Dari keterangan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu 
sendiri telah mengatur bagaiman prosedur talak itu dijalankan. Prosedur talak 
dalam Islam adalah seperti berikut : 
1. Berusaha Untuk Damai Atau Islah 
 Di dalam surat An-Nisa` ayat 128, Allah SWT berfirman :  
                            
                          




Artinya : “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 
dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu 
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An-
Nisa: 128) 
 
 Apa yang boleh diambil pengajaran dari ayat ini adalah bagaiman isteri 
bertindak menghadaoi suami yang marah. Dai harus berusaha mencari titik temu 
dan jalan damai atau bermusyawarah untuk mencari penyelesaian
66
. Disamping 
itu, isteri harus introspeksi diri, mungkin kesalahan itu datangnya daripada isteri 
menyebabkan suami marah, kurang memperhatikan suami, atau terlalu sibuk 
dengan kegiatan social atau ekonomi. Mungkin juga ada tindakan atau 
perbuatannya yang tidak berkenan di hati suami, atau perlakuan yang kurang baik 
terhadap mertua atau lain-lain. Untuk itu isteri perlu berusaha memperbaiki 
kesalahannya. Melunakkan hatinya pada suami dan menyenangkannya, 
mendinginkan suasana, bertutur sopan, berhias diri dan cara lainnya. Pertengkaran 
juga dapat terjadi akibat adanya kesalahan pada pihak suami sehingga memancing 
kemarahan isteri.  
 Jadi untuk memperbaiki situasi seperti ini, salah seorang dari suami atau 
isteri harus mengakui kesalahan atau berpura-pura mengakui kesalahan. Apabila 
salah seorang melakukan hal sedemikian, situasi mumgkin akan berubah. Keadaan 
akan mula reda apalagi kedua-duanya mengaku khilafan. 
2. Mengisolasiakn dan memberi pelajaran fizik 
 Apabila cara pertama tidak berhasil, dapat menggunakan cara kedua yaitu 
Al-Hajru, mengisolasikan isteri seperti yang telah disebutkan dalam fiman Allah 
SWT : 
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                       
                          
                       
                       
Artinya : “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. 
(An-Nisa : 34) 
 
 Maksudnya adalah menahan diri untuk tidak tidur bersama isteri, sampai 
muncul gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya 
timbul kerinduan. Kalau memang ada seberkas harapan yang menagarah kepada 
kebaiakan, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya.  
Dalam kebiasaan masayarakat isolasi dilakukan dengan menyerahkan 
isteri kepada orang tuanya supaya suasana lebih dingin. Walaupun fungsinya 
sama, tindakan yang terakhir ini dapat mengundang masalah lain yang 
mengeruhkan suasana. Dengan isolasi isteri pada rumah sendiri, hal itu lebih dekat 
dengan kemaslahatan. 
Apabila dengan cara ini tidak berkesan atau belum berhasil, suami dapat 
memberi pengajara fizik, memukul isteri menurut ash-San`any yaitu bukan 
pukulan seperti memukul hamba atau hewan. Oleh karena itu, kata harus ingat 




membahayakan, apalagi menimbulkan luka cacat fizik. Dengan demikian kalau 
kedua pihak baik kembali, hal itu tidak menjadi beban ekonomis, apalagi kalau 
marahnya isteri tadi karena alas an ekonomi. 
3. Mengangkat hakamain (dua juru runding) 
 Apabila masalah yang timbul sudah terlalu tinggi dan kondisi emosi yang 
sudah berlebihan sehingga sulit bagi mereka mengatasi masalah sendiri, maka 
undanglah juru runding (hakam) dari kedua belah pihak keluarga. Hakam 
diperlukan jika tidak dapat lagi berfikir jernih serta tingkat emosi dan egoitis 
sudah memuncak, hati sudah masing-masing panas maka pada hal situasi yang 
serumit tersebut hanya mungkin diatasi dengan cara sebegini. 
Al-Quran menyebut juru runding ini sebagai hakamain (dua hakam) dan pencegah 
perselisihan. Sebagaimana telah dijelaskan AllahSWAt dalam firmanNya : 
                            
                     
Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa : 35) 
 
 Menurut Imam Malik, apabila permasalahan tersebut sudah sampai tingkat 
hakamain, keputusan digantung padanya. Hal ini karena pada hakikatnya kedua 
belah pihak telah menyerahkan secara penuh seluruh perkara tersebut. Imam 
Syafie` berpendapat bahwa, namun mensyaratkan mereka yang berperkara 
memang menyerahkan seluruh perkaranya kepada hakamain termasuk untuk 




biarpu pahit perpisahan tetap dilakukan karena itu adalah jalan penyelesaian yang 
sebaiknya untuk kedua belah pihak. 
 
F. Hikmah Talak 
 Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberi kepada pasangan suami istri dan 
jang ditutup sama sekali karena akan mengakibatkan bahaya. Suami isteri yang 
terus dan terpaksa bersatu justeru akan bertambah buruk.  
Adapun hikmah talak yaitu : 
1.     Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang keruh.  
Contoh : Pasangan suami istri yang salah satunya mandul jika mereka 
berpisah maka kemungkinan bisa mempunyai keturunan bagi yang sihat. 




2. Menghilangkan kesengsaraan bai kedua belah pihak ( bekas suami dan 
isteri) 
Contoh : Jika diantara mereka sudah tiada kecocokan lagi dan sering terjadi 
penentangan serta pertengkaran yang menimbulkan bahaya, maka talak 
merupakan jalan penyelesaian yang dianggap sesuai agar tidak lagi merasa 
sengsara. 
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1. Prosedur perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan 
dan juga perbedaan. Persamaannya adalah kedua-dua Negara menetapkan 
bahwa lafaz cerai haruslah dilakukan di dalam sidang pengadilan dan di 
hadapan hakim. Apa-apa yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak 
sah. Perbandingan yang timbul pula adalah Negara Malaysia mempunyai 
undang-undang yang mengatur mengenai kesalahan apabila melafazkan 
talaq di luar pengadilan manakalah Negara Indonesia hanya menggunakan 
peraturan yang menyatakan talak hanya sah dilakukan di sidang 
pengadilan. 
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perceraian yang 
dilakukan dilihat pengadilan sama ada di Indonesia dan Malaysia 
mempengaruhi jumlah perceraian di sesebuah Negara. Hal tersebut karena 
di Negara Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang 
pengadilan. Apabila sesuatu perceraian itu dilakukan diluar sidang 
pengadilan maka akibat yang akan ditanggung oleh pasangan suami dan 
isteri tersebut adalah perceraian itu tidak tercatat, masih suami isteri yang 
sah menurut hukum positif, tidak dapat melaksanakan perkahwinan 
selanjutnya secara sah menurut hukum positif. Manakala di Negara 




memaklumkan kepada mahkamah dalam tempoh tujuh hari dan mahkamah 
akan menjatuhkan denda kepada pasangan tersebut sebanyak RM 1000. 
3. Di dalam Islam perceraian adalah hak suami, isteri dapat meminta cerai 
dari suaminya dengan cara memberi tebusan atau biasanya disebut dengan 
fasakh. Jadi dalam Islam tiada aturan yang menyatakan bahwa cerai harus 
dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Sebagaimana yang diharuskan 
oleh hukum positif bagi kedua-dua Negara yakni Indonesia dan Malaysia. 
Namun, hukum positif yang diciptakan guna penyesuaian perkembangan 
zaman yang semakin maju, dengan tidak mengabaikan Al-Quran dan 
Hadist. Sama juga dengan halnya perkahwinan sirri dimana menurut 
hukum Islam pernikahan sah asalkan semua syarat dan rukun nikah 
terpenuhi. Hukum diciptakan agar masyarakat hidup lebih teratur, dan 
dengan perceraian di Pengadilan setiap individu dapat terhindar dari hal-
hal yang membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perkahwinan 
yang resmi dari hukum positif khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, 
Negara Indonesia melakukan undang-undang tersebut karena ingin 
menutup jalan yang membawa kepada satu keburukan (addu dzari’ah), 
karena perceraian yang dilakukan dihadapan Pengadilan dapat 
memberikan kepastian hukum mengenai talak yang dilafazkan dan 
Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk pernikahan 






1.  Bagi mencegah atau meminimalkan terjadinya perceraian talak di luar 
pengadilan khusus di Negara Indonesia, diharapkan semua pihak 
pemerintah mahupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga social 
keagamaan. Untuk sentiasa berperan aktif dalam memberi bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat dan pentingnya sebuah kesiapan dan 
kemampuan seseorang sebelum memasuki jinjang pernikahan yakni 
mampu secara fizik, mental mahupun materi. 
2. Bagi meminimalakan kasus talak di luar mahkamah khususnya Di 
Malaysia, undang-undang sedia ada haruslah di digubah kepada denda 
yang lebih tinggi. Contohnya meningkatkan denda daripada RM 1000 
kepada RM 3000 karena ini mungkin menakutkan masyarakat daripada 
melakukan talak tanpa kebenaran mahkamah. 
3. Hendaknya ada upaya pada diri masing-masing masyarakat untuk 
memperkaya ilmu pengetahuan, salah satunya tidak malu bertanya kepada 
yang lebih memahami hukum. Diharapkan semua masyarakat agar lebih 
terbuka menerima hukum Negara yang berlaku, karena hukum dicipta agar 
kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan terarah. 
4.  Bagi masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang tidak lagi mampu 
mempertahankan bahtera rumah tangga yang dibina hendaklah melakukan 
proses perceraian menurut jalur hukum yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Negara masing-masing karena bercerai melalui Peradilan Agama 
lebih mendatangkan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. 
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